BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

—

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan
pembangunan dan pemberian  pelayanan kepada
masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan
kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkalis tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan :

2

. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentangv
~ Pengelolaan” Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor - 140, Tambahan Lembaran -

Negara Repubhk Indones1a Nomor 4578),

Peraturan Mentéri Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan =~ Keuangan  Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
‘Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negerl ‘Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; :

. fPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun |

2009 ' tentang = Pokok-Pokok ~ Pengelolaan Keuangan,

; ‘sebagalmana telah ~diubah dengan Peraturan Daerah
-~ Kabupaten Bengkahs ' Nomor 3 Tahun 2015 - tentang

Perubahan Atas" Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

e ‘Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan .
: iKeuangan Daerah o ; o .

o | MEMUTUSKAN D |
TAMBAHAN PENGHASILAN ‘PEGAWAI DI LINGKUNGAN :

: PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BAB I e
KETENTUAN UMUM Co
R Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

2. Pemerlntah Daerah 'adalah Bupat1 sebagai unsur :

,penyelenggara pemerintahan ‘daerah Kabupaten yang

- memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

" 4.Pegawai Negerl Slpll yang selan_]utnya disingkat PNS

adalah = Pegawai ‘Negeri - Sipil ‘Daerah dengan status
“dipekerjakan/ dlperbantukan pada Pemerintah Kabupaten
Bengkahs untuk menJalankan program dan keglatan

‘5. Calon Pegawa1 Neger1 Slpll yang selanJutnya dlSlngkat i
' CPNS adalah adalah calon Pegawai Negeri Slpll 4

o "11ngkungan Pemermtah Kabupaten Bengkalis. -

6 Pegawa1 adalah Pegawa1 Neger1 Slpll (PNS) dan Calon f -

Pegawai Neger1 Slpll d1 L1ngkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkahs 5% ;

7.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, '
kewa_]lban tanggung Jawab Wewenang dan hak seorang
pegawai. , ,

- 8.Jabatan struktural adalah suatu- kedudukan ~yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, ‘wewenang dan hak
seorang pegawa1 negeri dalam rangka mem1mp1n



9 Jabatan fungsmnal ‘adalah _]abatan -yang - fungsi dan

10.
~kualifikasi profesional yang  pelaksanaan tugas dan

tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

fdapat berdasarkan pada keahlian atau keterampilan

tertentu sepertl aud1tor pengelola ‘keuangan atau '
.pelayanan perlzman ‘ »

Jabatan fungsmnal keahhan adalah _]abatan fungs1ona1 ‘

. fungsmya mensyaratkan ‘penguasaan ilmu pengetahuan'
- dan teknologi 'di b1dang keahhaannya yang tugas
~ utamanya mehput1 pengembangan pengetahuan -

penerapan . konsep dan teori, ilmu dan seni untuk
pemecahan masalah dan pemberlan penga_]aran ‘dengan

: .. ~cara yang 81stematls
11

Jabatan fungsmnal keterampﬂan adalah _]abatan &

fungs1ona1 kualifikasi teknisi atau penunjang profesmnal -

yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan
penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu

- pengetahuan atau lebih ‘yang tugas utamanya meliputi

12,

13.

- pelaksanaan “kegiatan ' teknis yang berkaitan dengan
- penerapan konsep dan metode" operasmnal di bidang ilmu

pengetahuan  tersebut serta pembenan pengajaran
di tingkat pendldlkan tertentu. , ‘

Jabatan organlk ‘adalah Jabatan yang- men_]adl tugas
pokok pada satuan organ1sas1 pemermtah : o

Satuan KerJa Perangkat Daerah selanJutnya dlsmgkat '.
SKPD - : adalah ~ perangkat ‘daerah pada Pemerintah
Kabupaten ~~ -Bengkalis = selaku - pengguna

L : anggaran/ pengguna barang

14,

Unit: Kerja adalah Unit KerJa di. hngkup Sekretarlat' SN

‘ Daerah Kabupaten Bengkahs

15.

- 17.

Anggaran Pendapatan dan Belan_]a ' Daerah yang
selanjutnya dlslngkat APBD adalah rencana keuangan

‘tahunan Pemerintah Daerah yang ‘dibahas dan disetujui-
“bersama oleh Pemerintah Daerah - dan DPRD dan ‘
i dltetapkan dengan Peraturan Daerah ‘ :

1.

Tambahan Penghas11an Pegawa1 adalah tafnbahan .
penghas1lan yang diberikan kepada pegawa1 dalam rangka

-pen1ngkatan kesejahteraan selam ‘gaji dan tunjangan

lainnya yang sah ‘sebagaimana dlmaksud dalam peraturan

‘perundang undangan yang berlaku

D131p11n adalah kesanggupan PegawaJ Negen Sipil untuk

- menaati  kewajiban dan menghindari- larangan yang
- ditentukan = dalam -: peraturan perundang-undangan

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dltaatl :

R -atau dllanggar akan d1Jatuh1 hukuman d1s1p11n

18.

Hukuman d1s1p11n ‘adalah hukuman disiplin sebagmmana

’dlatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Dls1p11n Pegawa1 Negen Slpll



e 'BABI
b e MAKSUD ‘DAN TUJUAN
‘ Pasal 2

S (1) Maksud dlberlakukannya Peraturan Bupat1 ini adalah

~untuk mengatur pemberian. tambahan penghas11an bagi -
~PNS berupa tambahan penghasilan pegawal di hngkungan ,
Pemermtah Kabupaten Bengkahs o

(2) ’I‘uJuan d1berlakukannya Peraturan Bupat1 ini adalah
. sebagal berikut : .

a. memngkatkan d181p11n PN S;

b memotlva31 PNS dalam melaksanakan tugas pokok_'"
dan fungsmya, dan A :

_-;' : c menmgkatkan keseJahteraan PNS

~  BABII
JENIS DAN KRITERIA

Baglan Kesatu
‘ Jenls B

Pasal 3

: (1) Tambahan penghasﬂan pegawa1 d1ber1kan kepada PNS

berdasarkan ‘
A "beban kelja, e
o tempat bertugas, i ,

b
| ;.,f;btc\."kondls1 kerja; dan/atau ‘
d

| .fkelangkaan profe31

 Bagian Kedua
 Kiiteda
" Paragrafl =~ "ot
Beban Ker_]a
Pasa14

(1) Tambahan penghasﬂan berdasarkan beban ker_]a77

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
~diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk - -

- menyelesaikan tugas - tugas dinilai melampaui beban =
- kerja normal dengan mempertlmbangkan tanggung Jawab o

 pelaksanaan tugas, intensitas pekerjaan, rentang kendah

fungsi umum, tata hubungan kerja, serta . durasi =

penyelesalan tugas dan fungs1 SKPD /Unit Kerja.

‘. ‘(2) PNS ‘yang - dinilai - melampaul beban ‘kerja | normal e

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang
~dalam melaksanakan tugasnya memenuhl kr1ter1a sebaga1 L
benkut . , :

a bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnyava]
~dengan’ memperhltungkan eselonermg : dan
golongan/ ruang, dan/ atau, '



b melaksanakan tugas sesua1 dengan tugas pokok dan

< fungsi. :

(3) Jabatan stfuktural sebagalmana d1maksud pada ayat (2)
mehput1 ; ‘ :
a. eselon IIa,

‘b.i_cselon Iib;
o esclonlla;
“d. eselon IIb; o
e, fe'skelon IVa;
f. '-'eselon IVb dan
g eselon V
o ‘Paragraf2 i
o Tempat Bertugas =
| Pasal 5

(l)fTambahan penghasﬂan berdasarkan tempat bertugas
‘sébagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
diberikan kepada ' PNS yang dalam melaksanakan
tugasnya di daerah yang mem111k1 tlngkat kesuhtan tinggi

: "dan /atau daerah terpencﬂ ' :

7 (2) Penetapan Daerah’ yang mem111k1 t1ngkat kesuhtan tlnggl
'~ untuk diakses dan/atau daerah terpencﬂ ditetapkan
melalui keputusan Bupat1 atas usul ~kepala SKPD
bersangkutan St , :

Paragraf 3. Y
‘ Kond1s1 Ker]a 5

Pasal6 |

(1) _Tambahan penghasﬂan berdasarkan “kondisi kteaH‘
- sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 5. ayat (1) huruf c
~ diberikan - kepada PNS yang ~dalam ~melaksanakan
: tugasnya berada pada 11ngkungan yang memiliki- remko :
tinggi. ‘

o - {2 Resiko ﬁnggl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah o

» resiko terhadap ancaman o keselamatan da_n/ atau
- kesehatan : - ,

- Paragraf 4 :
= Kelangkaan Profes1

~Pasal 7 -

(1) Tambahan penghasﬂan berdasarkan kelangkaan profesi.

~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d
diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas
memiliki keterampilan khusus dan langka

"~ (2) Keterampilan khusus dan langka sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) adalah keterampﬂan yang berka1tan dengan .

......

B oleh PNS pada umumnya



@)

(1)

Tambahan penghasﬂan sebagmmana d1maksud pada
ayat (1) diberikan selama rasio kebutuhan terhadap PNS.

: sebagalmana d1maksud pada ayat (1) belum terpenuh1

"BABIV
i PEMBERIAN

Pasal 8

Tambahan t‘:‘ penghasﬂan = 'pegaiyai - dilaksanakan | -

“berdasarkan  pertimbangan yang = objektif dengan

.‘memperhatlkan kemampuan keuangan daerah

@)

Besaran tambahan penghasﬂan pegawal sebagalmana L

~ . dimaksud - dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I
..yang merupakan baglan tldak terplsahkan dar1 Peraturan

1) °

@

‘ Bupat1 ini.

Pasal 9

~Tambahan penghasﬂan d1ber1kan kepada PNS dan CPNS‘%M‘;T:, S
‘kd1 lingkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkahs ' £

Setiap PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat .

(1) berhak menerima 1 (satu) atau beberapa tambahan
" penghasilan sepanJang mernenuh1 kriteria sebagaimana -
. diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dan
o dianggarkan dalam APBD SR

(3)

PNS dan- CPNS di hngkungan Pemermtah Kabupaten

Bengkahs sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah

~ 'PNS dan" CPNS yang namanya tercantum dalam

k 5,11daftar gajl T e

‘P

el

Pasal 10

»PNS daerah lainnya yang bekerja atau d1tugaskan o
-di Pemerintah Kabupaten - Bengkahs dapat diberikan
: »tambahan penghasﬂan pegawa1 dengan ketentuan sebagai . L

e berlkut

b tidak menenma tambahan penghas11an yang sejenis -
. dari Anggaran Pendapatan_ dan ‘Belanja Daerah pada L

- Pemerintah Daerah lain. :

(2) :
, “terdaftar -~ dalam ~ daftar  gaji  diberikan tambahan .
Sy penghasﬂan setelah yang bersangkutan secara nyata = -
~ melaksanakan tugas pada SKPD yang bersangkutan -

a berstatus dlpekeljakan ‘atau diperbantukan pada

| Pemerintah Kabupaten Bengkahs,

PNS plndahan dari Pemerintah Daerah lain yang namanya :

terhitung 1 (satu) bulan setelah d1terb1tkannya Surat

- Perintah Melaksanakan ’I‘ugas
(3 r
. kepada instansi - vertikal - dapat - diberikan ‘tambahan -

Bag1  PNS daerah yang d1peker]akan / dlperbantukan

penghasﬂan pegawai sepan_]ang tidak menerima tambahan

penghasﬂan /tunjangan kinerja/renumerasi = atau

sejenisnya yang bersumber dar1 Anggaran Pendapatan

‘ “_dan Belanja Negara



Pasal 1 1

‘(1) CPNS d1ber1kan tambahan penghasﬂan sebesar 80 %
" (delapan puluh persen) dan besaran n11a1 tambahan
penghasﬂan ' g _ , :

L (2) Tambahan Penghasﬂan untuk Pe_)abat Fungs1onal Keahhan'; |
: dlatur sebaga1 benkut : o

S a. JenJang Utama dlsamakan dengan eselon IIIb Gol Iv;
i b Jen_]ang Madya dlsamakan ‘dengan eselon b Gol III
e Jen_]ang Muda dlsamakan dengan eselon IVb Gol 1V;

“d Jenjang Pertama dlsamakan dengan eselon IVb i
: ~ Gol III. | a ,

(3) Tambahan - Penghasﬂan untuk Pejabat FungSional N
Keterampllan diatur sebagai berikut : :

a.Jd en_]ang Penyeha dlsamakan dengan eselon V Gol III;

" b Jen_]ang Pelaksana Lan_]utan dlsamakan dengan
“non eselon Gol IV/a, :

c JenJang Pelaksana dlsamakan dengan non eselon
- Gol 111/ a, :

- d.Jenjang Pelaksana : ‘Pemula disamakan ‘dengan
~ non eselon Gol I1/d. ' o ;

» ";‘(4) Tambahan Penghasﬂan untuk tenaga kependldlkan dlatur
sebagal benkut ‘ '

a. Pengawas ~sekolah dlsamakan dengan eselon 'V
7 Golongan 1v; ' :

b Guru yang diberi tugas tambahan sebaga1 kepala -
sekolah dlsamakan dengan eselon \% Golongan II; -

| C. Guru, pamong belaJar dan pen111k dlsamakan dengan ’
- non eleson sesuai golongan,

BAB V
PEMBAYARAN
Baglan Kesatu

Tata Cara

 Pasal 12

(1) Tambahan penghasﬂan pegawaJ dlbayarkan palmg lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya .dari masa kinerja

'dan dikenakan pa_]ak penghasﬂan sesuai peraturan
perundang-undangan T : :

"(2) Tambahan - penghasﬂan pegawai - pada bulan Januan
dibayarkan . berdasarkan hasil penilaian tingkat disiplin
~dan pen11a1an prestas1 kerja bulan ;Desernber tahun

o '; sebelumnya R S ~

(3) Tambahan penghasﬂan pegawal pada bulan Desember

‘dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
Januan tahun benkutnya S



) 4(4) Pembayaran tambahan penghasﬂan pegawa1 dibebankan
-+ “pada’ ‘Dokumen'. Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja -
o Perangkat Daerah (DPA SKPD) terkait. S

. ,‘,(5) Tata cara pembayaran tambahan penghasﬂan pegawai
; . dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati

‘tentang Slstem dan Prosedur Pengelolaan Keuanganﬂ e

Daerah
' Bagian Ke'dUa ,
Perhltungan o
" Pasal 13 |

:(1) Pembenan tambahan penghasﬂan pegawal sebagaimana Sl

dlmaksud dalam Pasal 3 d1h1tung berdasarkan
‘a. T1ngkat d1s1p11n PNS dan CPNS dan

b Penilaian prestas1 kerJa PNS dan CPNS yang terdiri dari
Sasaran K1ner3a Pegawai (SKP) dan Perilaku Ker_]a

;(2) T1ngkat d1s1p11n sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
. hurufa mehputl , :

a. masuk kerja dan mentaat1 ketentuan _]am ker_]a,
‘ b. menjalankan tugas setlap har1 ktea '
: c. menyelesalkan tugas sesuai Waktu yang dltentukan

: (3) Pemenuhan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam
~ kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a
, d1kecua11kan terhadap

a. PNS yang membentahukan/ membenkan keterangan o

ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku atau ’

\ b PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dlnas, o
-~ mengikuti- pendidikan/ pelatihan *~ dan se_]emsnya, .
- mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya,

L melaksanakan ‘tugas-tugas lainnya yang dlpenntah o

atasan’ sesuai ketentuan yang. ‘berlaku. .

-;fk'k(4) Penllalan Sasaran Ker_]a Pegawal sebagalmana dimaksud
 pada ayat - (1) huruf. b diberlakukan kepada pegawai

dengan. mempert1mbangkan t1ngkat capaian sasaran kerja - -

. pegawai atau hasil kerja pegawai yang telah d1capa1 untuk
" masa penllalan bulan berkenaan. :

_,',(5) Kr1ter1a perilaku kerja - sebagalmana dlmaksud pada ayat .

(1) huruf b mehputl
- a. onenta51 pelayanan,, i

b. 1ntegr1tas, ~

fc komltmen

| d. d1s1p11n L

e. keljasama, dan _
, f. kepemlmplnan R .
B (6) Kriteria kepemlmplnan sébagalmana dimakSud ‘pada o
- ayat (5) huruf f hanya dlberlakukan bagl - pejabat
- struktural. , ‘ :



_ Pasal 14 ‘
(1) Khusus ‘tambahan penghasﬂan pegawal pada bulan
~ Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan

~ penghasilan’ berdasarkan ‘penilaian- ‘pada bulan Desember

tahun sebelumnya

| (2) Tata cara pemlalan Sasaran Ker_]a Pegawai dan Perilaku

- Kerja Pegawai berpedoman pada ketentuan peraturan '

perundang undangan

(3) Bobot penilaian ~tambahan penghasﬂan pegawal, S

tercantum dalam. Lamp1ran II Peraturan Bupat1 ini.

-~ (4) Instrumen penllaJan presta81 ker_]a sebagalmana dlmaksud .
dalam  Pasal 13 ayat (1) huruf b tercantum ~dalam
Lamp1ran II Peraturan Bupatl 1n1 e '

BAB VI
PENGHENTIAN

: Pasal 15.

(1) Tambahan penghasﬂan t1dak d1ber1kan kepada PNS
_apablla : v ”

Ca. berstatus sebagal tersangka dan dltahan

b berstatus sebagal terdakwa atau terpldana,
i c cut1 d1 luar tanggungan negara, : ‘
4. cuti besar : 2 |
e cuti melahlrkan kecuah cut1 melahlrkan anak pertama o
- dankedua; . , R
f. ‘kd1berhent1kan sebagal PN S
g , d1berhent1kan sementara ’
‘ h ;dlberhentlkan dar1 _]abatan organlk -
1 menjalam masa bebas tugas/ masa pers1apan pens1un, o
f _] . »men.]alam masa uang tunggu, S _
k. tidak = melaksanakan - ‘tugas sesuai v\pene:mpatan' o

’ berdasarkan keputusan Bupati; dan

1 sedang menJalam hukuman dlSlplln tlngkat sedangb
e atau berat : ‘ ~ S ‘

(2) PNS yang menjalam cut1 melahlrkan anak pertaxna dan

kedua sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan : _
~PNS  yang - menjalani cuti haji diberikan tambahan .

penghasﬂan pegawal maksimal 2 (dua) bulan

(3) PNS sebagalmana dimaksud pada ayat (2) d1ber1kan

~ tambahan penghasilan sebesar 80 (delapan puluh)% dari
_ batas maksimal besaran n11a1 tambahan penghasﬂan yang
d1tetapkan : .

‘(4) Terhadap PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (2),

perhitungan pemberian tambahan penghasilannya tidak . .
dihitung. berdasarkan tingkat disiplin PNS dan penilaian =~

presta51 kerja sebagalmana d1atur dalam Peraturan Bupat1
: 1n1g_>,;‘ , L :




10

Pasal 16 v
;(1) PNS yang menjalam hukuman dlslphn sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k d11aksanakan
dengan ketentuan sebagaJ berikut :

a.. hukuman d181p11n t1ngkat sedang tidak dlbenkan
tambahan penghasﬂan selama 3 (t1ga) bulan;

b hukuman disiplin tmgkat berat tidak dlbenkan |
tambahan penghasﬂan selama 6 (enam) bulan '

: (2) Tldak d1ber1kannya tambahan penghasﬂan sebagmmana :
~  dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan
i hukuman dls1p11n diterima yang bersangkutan

(3) T1m pemantau d1s1pl1n PNS di lingkungan Pemenntahy
' Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendam '
penilaian d1s1p11n PNS- berdasarkan hasil pengawasan

‘terhadap PNS yang dilaksanakan: sewaktu-waktu sesuai

o ketentuan peraturan perundang undangan

| BAB VII g
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Baglan Kesatu
Pengawasan

S Pasal 17

o .-V(1)~Kebijakan' fpembenan ta_mbahan 'behéhasilan yang diatur - :

dalam Peraturan Bupati' ini dievaluasi sesuai dengan
- kebutuhan ‘dan kemampuan APBD dan / atau ketentuan’ .
peraturan perundang undangan. -

(2) Evaluasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pahng
sedlklt mehputl

a. besaran tambahan : penghasﬂan o dengan :
' mempertlmbangkan kemampuan keuangan daerah;

b cara pembayaran
“c. pelaksanaan pembayaran, :

d kebenaran usulan pembenan tambahan penghasﬂan
“pegawai; dan : :

€. 1nd1kator perhltungan tambahan penghasﬂan pegawai.

i(3) Pelaksanaan evalua31 sebagalmana dimaksud pada ayat (1) L

dllakukan oleh tim yang dlbentuk dengan Keputusan ‘

Bupat1 o :

i BAB VIII |
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18 2

_Dengan dlberlakukannya Peraturan Bupat1 ini :

" a. Maka Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 di  Lingkungan
Pemerintah  Daerah tetap ~berlaku  selama tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupat1 ini. SRR
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b. Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2014 tentang
Standar Tambahan Penghasilan dan Biaya di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta perubahannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 November 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,

.

&O.-’
[

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 56




' NOMOR'
TANGGAL
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKALIS
B : 56 Tahun 2015
1. 27 November 2015

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
g KABUPATEN BENGKALIS L

1 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO

KLASIFIKAST

BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN

' KETERANGAN .

| Eselon Illa

~27.900,000.00

"PENGHASILAN
Sekretaris Daerah (Eselon IIa) 40,430,000.00
Asisten (Eselon IIb) - 20,650,000.00
Staf Ahli (Eselon IIb) 15,850,000.00 |
- | Eselon Illa Golongan IV .~ '10,700,000.00
| Eselon Illa Golongan III ~ 10,000,000.00
| Eselon IVa Golongan IV . 7,100,000.00
| Eselon IVa Golongan III ©'6,300,000.00
Golongan IVe ; " 4,500,000.00
Golongan IVd 4,400,000.00
Golongan IVc .4,300,000.00
Golongan IVb: - . 4,200,000.00
Golongan IVa @ - 4,100,000.00
Golongan IIId 3,400,000.00
Golongan Illc . 3,300,000.00
Golongan IlIb - - -3,200,000.00
Golongan Illa .. = - .-3,100,000.00
Golongan IId =~ 2,400,000.00
Golongan Iic - .2,300,000.00 |
Golongan IIb:: ...-2,200,000.00
‘Golongan Ila -~ . -+2,100,000.00
1 Golongan Id 2,000,000.00
Golongan Ic - ~1,900,000.00
Golongan Ib ~1,800,000.00
~ Golongan Ia 1,700,000.00
‘B BAGIAN KEUANGAN :

Eselon IVa '16,300,000.00
Golongan IVe 8,500,000.00

.| Golongan IVd - 8,400,000.00

‘| Golongan IVc - 8,300,000.00
Golongan IVb .0 8,200,000.00 :
‘Golongan IVa .- 8,100,000.00 {
-Golongan Illd . - - 7,400,000.00
Golongan Illc 7,300,000.00
Golongan IlIb . ©7,200,000.00

| Golongan Illa- . 7,100,000.00
Golongan Iid- -5,400,000.00
Golongan Ilc - +5,300,000.00"
Golongan IIb ©5,200,000.00
‘Golongan Ila 5,100,000.00
Golongan Id 4,000,000.00

- |'Golongan Ic -~ :3,900,000.00 |

‘Golongan Ib - 3,800,000.00
GolonganIa -

~3,700,000.00




| BAGIAN PERLENGKAPAN

| Eselon Illa - 16,100,000.00
Eselon IVa 10,700,000.00

| Golongan IVe = - 7,500,000.00

| Golongan IVd .7,400,000.00
-1 Golongan IVc 7,300,000.00
Golongan IVb -'7,200,000.00
Golongan IVa 7,100,000.00

| Golongan IIld .5,400,000.00
Golongan Illc - 5,300,000.00

‘| Golongan Illb .. 5,200,000.00
Golongan Illa 5,100,000.00
Golongan Iid 4,400,000.00

| Golongan Ilc - 4,300,000.00
| Golongan IIb - 4,200,000.00
Golongan Ila - 4,100,000.00
Golongan Id :3,000,000.00
Golongan Ic 2,900,000.00

‘| Golongan Ib ~2,800,000.00
Golongan la 2,700,000.00

D BAGIAN HUKUM

Eselon Illa

13.900.000,00

Eselon IVa 8,300,000.00
Golongan IVe '6,500,000.00
Golongan IVd . .6,400,000.00
Golongan IVc +...6,300,000.00
-{ Golongan IVb .6,200,000.00
- | Golongan IVa - ::6,100,000.00
| Golongan IlId -5,400,000.00 |
Golongan Illc 5,300,000.00
Golongan IlIb - 5,200,000.00
Golongan Illa --5,100,000.00
| Golongan IId -3,400,000.00
Golongan Ilc .3,300,000.00 |
| Golongan IIb 3,200,000.00
| Golongan Ila - --3,100,000.00
Golongan Id - ~3,000,000.00
| Golongan Ic -~ 2,900,000.00
| Golongan Ib ..2,800,000.00
Golongan Ia 2 700 OOO 00
2 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA BADAN PERENCANAAN et
PEMBANGUNAN DAERAH T : : o '
,NO ’ KLASIFIKASI : BATAS MAKSIMAL ; KETERANGAN
, IR TAMBAHAN PENGHASILAN :
1. 2. BT Y 4.
Eselon IIb - 22, 150 OOO 00 '

Eselon Illa Golongan IV~

17,100,000.00

Eselon llla Golongan Il

~15.400.000.00 |

Eselon b Golongan IV

| Eselon b Golongan III -

= 16.170.000.00
.. 14,470,000.00

Eselon IVa Golongan IV

13,500,000.00 |-




2.

| Eselon IVa Golongan III .

11,700,000.00

Eselon IVb Golongan IV -

:13,500,000.00 |

Eselon IVb Golongan III

" 11,430,000.00

Golongan IVe 8,500,000.00 |
Golongan IVd - :8,400,000.00
Golongan IVc - :8,300,000.00
Golongan IVb -:8,200,000.00
Golongan IVa +8,100,000.00
Golongan IIId -'6,400,000.00
Golongan Ilic '6,300,000.00
Golongan IIIb .6,200,000.00
Golongan Illa - 6,100,000.00 |-
Golongan IId -4,400,000.00
Golongan Ilc ~-4,300,000.00
Golongan IIb -4,200,000.00
Golongan Ila 4,100,000.00

| Golongan Id 3,000,000.00
GolonganIc - 2,900,000.00
‘Golongan Ib 2,800,000.00
Golongan Ia

: 2 700 000 00

3. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
S PELAYANAN PERIZINAN TERPADU o

NO

BATAS STARSIHAL

KETERANGAN

KLASIFIKASI S
\ ) TAMBAHAN PENGHASILAN
o Eselon ITb 16 350, 000 00 :

Eselon Illa Golongan IV -

~13,700,000.00

| Eselon Illa Golongan III -

~12,000,000.00 .

Eselon IIIb Golongan IV . -

11,570,000.00

Eselon IIIb Golongan IIT - - 9,870,000.00
Eselon IVa Golongan IV~ . 10,100,000.00
Eselon IVa Golongan III -~ +-8,300,000.00
Eselon IVb Golongan IV - -.9,930,000.00-
Eselon IVb Golongan 111 L - 8,030,000.00
Golongan IVe . S 7,500,000.00
Golongan IVd ©..7,400,000.00
Golongan IVc . -7,300,000.00
Golongan IVb - 7,200,000.00 = -
Golongan IVa - 7,100,000.00
Golongan IIId 5,400,000.00
Golongan Illc ....5,300,000.00
Golongan IIIb -:5,200,000.00
Golongan Illa -~ £ 5,100,000.00
Golongan IId +2:3,400,000.00
Golongan llc - 3,300,000.00
Golongan IIb 3,200,000.00
Golongan Ila - . 3,100,000.00
Golongan Id . 3,000,000.00
Golongan Ic 2,900,000.00 - .
: Golongan Ib - -:2,800,000.00 . -
- | Golongan Ia 2,700,000.00
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4 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

z NO'

KLASIFIKASI BATAS MAKSIMAL KETERANGAN -
TAMBAHAN PENGHASILAN : :
| Eselon IIb ~-15,850,000.00

Eselon Illa Golongan IV'

13,200,000.00

Eselon Illa Golongan III

12,500,000.00

Eselon IIIb Golongan IV

- 11,070,000.00

Eselon IIIb Golongan III

~10.370,000.00

= 0.600,000.00 |

‘| Eselon IVa Golongan IV
Eselon IVa Golongan III: -~ - 8,800,000.00
Eselon IVb Golongan IV -~ ~.9,430,000.00
Eselon IVb Golongan I e ©.8,530,000.00
Golongan IVe o -~ 7,000,000.00
Golongan IVd --.6,900,000.00
Golongan IVc -~ 6,800,000.00
Golongan IVb .6,700,000.00
‘Golongan IVa ~ . 6,600,000.00 |-
Golongan IIId +.-5,900,000.00

.|:Golongan Ilic - 5,800,000.00
Golongan IIlb 5,700,000.00
Golongan Hla ~..95,600,000.00
Golongan IId: --3,900,000.00
Golongan Ilc - -3,800,000.00
Golongan IIb". - 3,700,000.00
Golongan Ila. -+ 3,600,000.00
:Golongan Id -3,500,000.00
-Golongan Ic - ©.3,400,000.00
Golongan Ib = 3,300,000.00
Golongan la-

-3, 200 OOO OO

‘ :Keterangan leenkan termasuk kepada PNS yang d1tugaskan di SKPD Kecamatan
e ~ yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama dengan PNS yang

bertugas di Satuan P011s1 Pamong Pra_]a Kabupaten Bengkahs

5. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA INSPEKTORAT

N_O KLASIFIKASI BATAS MAKSIMAL ~ KETERANGAN

- , o TAMBAHAN PENGHASILAN . ‘

1. 2. S8 4,
Eselon IIb ' : 18 550 OOO OO '

Eselon Illa Golongan IV -

15,900,000.00

‘Eselon Illa Golongan III

14,200,000.00 |

Eselon IIIb Golongan IV

13,770,000.00

Eselon IIIb Golongan III .-

-.212,070,000.00

Eselon IVa Golongan IV

~12.300,000.00

Eselon IVa Golongan III © -

10,500,000.00 |

Eselon IVb Golongan IV -

12,130,000.00

-.10,230,000.00

Eselon IVb Golongan Im -+

Golongan IId

-Golongan IVe 7 8,500,000.00
Golongan IVd --8,400,000.00
Golongan IVc 8,300,000.00
Golongan IVb -~ 8,200,000.:00
Golongan IVa - 8,100,000.00
Golongan IIId .6,400,000.00 |-
Golongan Illc ©6,300,000.00
Golongan Illb -6,200,000.00
Golongan Illa - .6,100,000.00

2 4,400,000.00
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- 2. 52 e 4,

| 'Golongan Ilc .+ 4,300,000.00
'|.Golongan IIb - - 4,200,000.00

.Golongan Ila - 4,100,000.00

Golongan Id ~+.3,000,000.00

Golongan Ic - ~+2,900,000.00 | :
| Golongan Ib - --2,800,000.00

Golongan Ia <-.2,700, 000 00

s 6. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH

_BATAS MAKSIMAL. Ll

f ~KETERANGAN

NO KLASIFIKAST | L
: : e L .TAMBAHAN PENGHASILAN
1. | 2. ' ; 3. s , 4.
| Eselon IIb Dokter .18,150,000.00 | ‘
Eselon IIb 13,350,000.00
Eselon Illa Dokter ©715,500,000.00
Eselon Illa Golongan IV . 10,700,000.00
Eselon Illa Golongan III 10,000,000.00
| Eselon IlIb Dokter e -13,870,000.00
| Eselon HIIb Golongan IV - 8,570,000.00
_| Eselon IlIb Golongan III - -7,870,000.00
Eselon IVa Dokter - - 12,300,000.00 |-
Eselon IVa Golongan IV 7,100,000.00
Eselon IVa Golongan IIT . - -.6,300,000.00
Eselon IVb Dokter e 12,030,000.00
Eselon IVb Golongan IV . +6,930,000.00 [ -
Eselon IVb Golongan III L .6,030,000.00 |
Golongan IVe S -4,500,000.00
Golongan IVd 4,400,000.00
Golongan IVc: --4,300,000.00
Golongan IVb 4,200,000.00 >
Golongan IVa ~-4,100,000.00
Golongan IIId .23,400,000.00
Golongan Illc -3,300,000.00
Golongan IIIb =3,200,000.00
Golongan Illa 3,100,000.00 |.
Golongan IId = 2,400,000.00
Golongan Ilc 2,300,000.00
Golongan IIb ° :2,200,000.00
Golongan Ila- +2,100,000.00
Golongan Id '2,000,000.00 :
Golongan Ic - +1,900,000.00 | *
Golongan Ib - 1,800,000.00
|+ | Golongan Ia . ~ : 1,700,000.00
T, TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA SKPD LAINNYA , ,
NO | - KLASIFIKASI . BATAS MAKSIMAL KETERANGAN -~
e , ’ L TAMBAHAN PENGHASILAN B
. 1. i . 2. L L84 ‘4,
‘|| Eselon IIb 13,350,000.00
| Eselon Illa Golongan IV --10,700,000.00
Eselon Illa Golongan III 10,000,000.00
Eselon IIIb Golongan IV - ...8,570,000.00
Eselon lIIb Golongan III = 7,870,000.00
Eselon IVa Golongan IV - -7,100,000.00
Eselon IVa Golongan III '6,300,000.00
Eselon IVb Golongan IV -6,930,000.00 |
Eselon IVb Golongan IIT - 16,030,000.00 | -
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2. 3 4,
Eselon V Golongan IV 6,500,000.00
Eselon V Golongan III 5,500,000.00
Golongan IVe 4,500,000.00
Golongan IVd 4,400,000.00
Golongan IVc 4,300,000.00
Golongan IVb 4,200,000.00
Golongan IVa 4,100,000.00
Golongan IIId 3,400,000.00
Golongan Illc 3,300,000.00
Golongan IIIb 3,200,000.00
Golongan Illa 3,100,000.00
Golongan IId 2,400,000.00
Golongan IIc 2,300,000.00
Golongan IIb 2,200,000.00
Golongan Ila 2,100,000.00
Golongan Id 2,000,000.00
Golongan Ic 1,900,000.00
Golongan Ib 1,800,000.00
Golongan Ia 1,700,000.00

8. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA DAERAH TERPENCIL

NO KLASIFIKASI TAMBAHAN BATAS KETERANGAN
MAKSIMAL AMBAHAN
PENGHASILAN
1. 2. 3. 4.
PNS yang ditugaskan pada 750,000.00 | Penetapan daerah terpencil
daerah terpencil ditetapkan melalui Keputusan
Bupati

Keterangan : Diberikan sebagai penambah tambahan penghasilan bagi pegawai pada
SKPD terkait sesuai dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini

9. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA LIN GKUNGAN BERESIKO TINGGI

NO KLASIFIKASI TAMBAHAN BATAS MAKSIMAL KET
TAMBAHAN PENGHASILAN
1. 2 3. 4.

yang memiliki bahaya radiasi

PNS yang ditugaskan pada lingkungan

750,000.00

Keterangan : Diberikan sebagai penambah tambahan penghasilan bagi pegawai pada
SKPD terkait sesuai dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini

10. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TERHADAP PROFESI LANGKA

NO

KLASIFIKASI

TAMBAHAN BATAS MAKSIMAL
TAMBAHAN PENGHASILAN

KET

PNS yang berprofesi sebagai dokter
subspesialis

30,000,000.00

PNS yang berprofesi sebagai dokter spesialis

18,000,000.00

Keterangan : Diberikan sebagai penambah tambahan penghasilan bagi pegawai pada
SKPD terkait sesuai dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini

Pj. BUPATI BENGKALIS,
=S

: ¢
-
-

H. AHMAD SYAH HARROFIE
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: PERATURAN BUPATI BENGKALIS
- NOMOR : 56 Tahun 2015

TANGGAL 27 November 2015

A Bobot Penllalan Tambahan Penghasﬂan Pegawal ‘
KRITERIA INDIKATOR ‘DAN BOBOT PENILAIAN ‘TPP

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LIN GKUN GAN PEMERINTAH
R KABUPATEN BENGKALIS :

BOBOT

a. Orientasi’ Pelayanan

b. Integritas; e

c. Komltmenk g2

d. D1s1p11n V 7
e. Kexjasama EASEEREIE

f Kepemlmplnan‘ -

‘ ~ KRITERIA dan INDIKATOR
L DISIPLIN ae 60%
Indikator Penilaian ) S : : _
1. Masuk kerja dan mentaati- ketentuan jam kerJa : 15%
2. Menjalankan tugas setlap hari kerja =~ 20%
: -1 3. Menyelesalkan tugas sesuai waktu yang dltentukan 1 25%
II. | PRESTASI KERJA PEGAWAI 40%
SR I. Sasaran K1nelja Pegawa; 25%
| II. Perilaku Kerja 15%

B

JangkaWaktu Penilaian = :01.8/d 31 suuovin....n

Instrumen Penilaian Prestas1 Kerja

- B.I1. Pen11a1an Capalan Sasaran Ker_]a Pegawau Negen S1p11

g PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
P PEGAWAI NEGERI SIPIL -
...(bulan) 20xx o

- Pejabat Penilai/Atasan Langsung R

............................................

NO I PEJABAT PENILAI "NO : | Il. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama 1: | Nama
2 NIP 2| .NIP
-3 | Pangkat/Golongan 3. Pangkat/Golongan
24 Jabatan 4| Jabatan - Lol
-5 | Unit Kerja . L S_-| Unit Kerja
. KEGIATAN : — TARGET W S Klum‘ﬂmISASI PENGHIT | . MILAT
“NO TUGAS - AK | Kuant /. :Kual / : oo 1 AK Kuaht/ ECRTIE I CAPAIAN
o © JABATAN Output | Mutu Waktu Biaya | -~ | Output M\étu “Waktu | Biaya ‘UNG'AN | skp
T[IV. TUGAS
: TAMBAHAN
- DAN
KREATIVITAS
. Nilai Capaian SKP
. Bengkalis, ...c...cooooisiviennnn. 205X




iy B 2 Buku Catatan Penllalan Perllaku PNS
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BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PN S

Nama

NIP

‘ Jangka Waktu Pen11a1an

| No

Tanggal -

Uraian ‘Nama/NIP dan Paraf .
raan ~ Pejabat Penilai
1. 2 3 4
1 Januari s/d 31 Pen11a1an SKP sampa1 dengan akhir Bulan

Januari 20xx -

berkenaan = ..., Sedangkan penilaian

' ‘perilaku kexja.nya adalah sebagai benkut

" Onentas1 Pelayanan g '% .

Integntas S
Komitmen =~ =
Disiplin T

keaema -

Keper"ni’r‘npi(nan‘ B =
o [JumBR =
- Nllal Rata-rata‘k » o v‘=' 8

‘Atasan Langsung

...................................




B 3 Lembaran Penlla.lan Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawa1
-B.3.1 Lembaran Pemla1an Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 SelaJn e

Tenaga Guru

20

B jPe_]abat Pen11a1 / Atasan Langsung, ‘

(N A M A)

t (Pangkat)

. LEMBARAN PENILAIAN : B
: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
- NAMA
" NIP : : IV eeedsiarascesiosenaitanasetanntrinnttnneesiaiesiancatessatasaeesiiesserenanrne
' PANGKAT/GOLONGAN R S SO PR EUU U SO PP TI O
- JABATAN/PEKERUJAAN @ Liiiiiiiiitiiiiieiioirininmeeeeenseissssioessssssnsssssesssasinioesesssssons
- INSTANSI/SKPD D eeeiiiieiceeiiieicsestesiaiosnnsenancs eeresiiiieediieeeeiiniiiieaeieiaeees _
'NO KRITERIA dan INDIKATOR ;,  PERSENTASE PENILAIAN TPP
1. DISIPLIN ; 60% S e ;
.| 1. Masuk kerja dan 1 183% | >= 20 .19-15 - | 14-10 <10
E‘lentaatl ketentuan Jam hk- ‘hk hk hk -
erja : » - '
na 15 14/13/12/11 578/7/6/5 | 4
\ Hasil Pen11a1an R LR R | .
2 Men_]a_lankan tugas setlap 20% | >= 20 19,-15 , 14-10 < 10 _.
hari kerja - o 1 |hk | . hk | hk | hk |
20 |18,8/17,6/16|12,8/11,6/1| 6,8
e -1 ,4/15,2/14 | 0,4/9,2/8
Hasil Penilaian| - [~ = R R R T
3. Menyelesaikan tugas = | 25% | Tepat | Lebih 1 hari | Lebih 2 hari Leblh 3
sesuai waktu yang ‘ o fwakta | o o hari
dltentukan Lk 25 |23,5/22/20,5(16/14,5/13/ 8,5
R T ool /19/17,5 | 11,5/10° ‘
Hasﬂ PenllaJan co . R
-SUB TOTAL PENILAIAN
2 (1+2+3) ‘ : i
1. | PRESTASI KERJA PEGAWAI | 40% L e Comn |
1.Sasaran Klner_]a Pegawal | 25% >80-100f - >70-80 >65-70 <=63 -
B R 125 18,75 12,5 6,25 -
’ Has11 Pen11a1an b B I , L
2 Perﬂaku Kerja 1 15% >80-100;- ~ >70-80 >65-70 |  <=65
, SEs 15 11,25 7.5 | 3,75
C - 'Hasil'Penilaian R o
.~ SUB TOTAL PENILAIAN SR
o (1+2) A
- TOTAL PENILAIA_N Ll
. (1+1D)
:‘Bengkahs, e e
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B 3.2 Lembaran Penilaian Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawal Khusus-

~ NAMA

Bagi Tenaga Guru

LEMBARAN PENILAIAN

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NIP N DRGSR S O
: "”PANGKAT/GOLONGAN e L RN L
- JABATAN/PEKERJAAN .............
~ INSTANSI/SKPD i iuvende it reeSiraseiuseitaansannsennashoritsanneraediorsaerssiinsensssbeanerans
NO KRITERIA‘d‘éh"iisibl‘KATéR‘ o ~ PERSENTASE PENILAIAN TPP
1. | DISIPLIN | 60% | | e
... -|-1. Masuk kerja dan mentaatr 15% | >=20hk | 19-15 14-10 <10
ketentuan jam kerja: L R " hk  hk | hk -
» . “ .15 14/13/12/1 9/8/7/6/5 4
R R I 1/10 et ' S
2 MenJalankan tugas setlap ; 20% ‘ >= 96 ‘ ,‘; ,95-63 i_62‘ﬂ-30‘ < 30:,
“hari ker_]a (Guru) *) 1 Jam | jam . jam jam
mengajar | mengajar | mengajar | mengajar
o S .20 ‘ 15 5 10,5 6
Hasil Penilaian | = | | .- 1 ~ s
lI\‘:Ienjlrzllankan tuzigas setiap | 20% |  >=24 23 16 | 15-8 . <8
‘hari kerja (KepaaSatuan o 3 EE TV SRR
Pendldlkan) *) , : " _]amr., _]am | Jam Jam_‘ 1o
mengajar | mengajar | mengajar | mengajar
i ‘ ; 20 ~ 15 S - 10,5, 6
Hasﬂ Pemla1an . ' o
B wenjla{dankan tll{lgas setilap 120% | >= 48 ‘ 47 31 - 30-16 <16 |
~hari kerja (Wakil Kepala S B jam. Jam g jam : jam |
Satuan Pendldlkan) ) mengajar mengajar‘ ‘mengajar mengajar |-
: 20 15,5 = 10,5 6
Hasﬂ Pen11a1an S R S : S
Men_]lillankan tu,igas setlap 20% | >=48 | 47-31 - 30-16 <160
‘hari kerja (Kepala O o iam -J ;
Perpustakaan/Kepala ° ménam' Jam. ‘ Jan';-‘r Jan;; r
Laboratorium/Kepala aengajar | mengajar. | mengajar | mengajar.
Bengkel/Kepala Unit )
Produksi/Ketua Program
Keahlian/Program Studi. :
dan SejeniSnya) *) - c i ‘ ~ o
e 20 15,5 10,5 6
‘Il\{lenjalankan tugas setlap 20% | >=24 | 23-16 ~15-8 <8
ari kerja (Guru = e jam. | - jam ~ jam- Cjame |
ggﬁ;ﬂ? géi%ﬁ?ﬁla? szzfr?g au m?{l\gajarf | mengajar ~ mengajar mengajérv =
‘Menyelenggarakan - ' L
Pendidikan Inklusi atau ‘ :
Pendidikan Terpadu) *) - ;O R P e 5 : »
' ‘ “ 20 -} 15,5 10,5 6 -

Hasil bPeniblaiank
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Menjalankan tugas setiap | 20% 19-15 14-10 <10 >= 20 hk
hari kerja (Guru yang hk Hk hk
Melaksanakan tugas lain)
%)
18,8/17,6/{12,8/11,6/1 6,8 20
16,4/15,2/| 0,4/9,2/8
14
Hasil Penilaian
3. Menyelesaikan tugas 25% Tepat |Lebih 1 hari| Lebih 2 |[Lebih 3 harij
sesuai waktu yang waktu hari
ditentukan 25 23,5/22/20,/16/14,5/1 8,5
5/19/17,5 |3/11,5/10
Hasil Penilaian
SUB TOTAL PENILAIAN
(1+2+3)
II. | PRESTASI KERJA PEGAWAI 40%
1.Sasaran Kinerja Pegawai 25% | >80-100 >70-80 >65-70 <=65
25 18,75 12,5 0,25
Hasil Penilaian
2.Perilaku Kerja 15% | >80-100 >70-80 >65-70 <=65
15 11,25 7,5 3,75
Hasil Penilaian
SUB TOTAL PENILAIAN
(1+2)
TOTAL PENILAIAN
(I +II)

Keterangan : *) Disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi

Bengkalis, ...... coiiiiiiiiiii,
Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

(NA M A
(Pangkat)

Pj. BUPATI BENGKALIS,

=

L |

-_

H. AHMAD SYAH HARROFIE




